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BAB V 

P ENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berdasarkan pada 

peraturan yang berlaku merujuk pada pemberhentian hakim mahkamah 

konstitusi harus berdasarkan UU MK ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Hakim 

konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila hakim konstitusi 

melanggar berdarkan pada peraturan MK Pasal 17 UU MK tentang 

larangan hakim MK tidak boleh merangkap  jabatan dalam instansi 

pemerintahan dan berprofesi pengusaha, advokat, anggota partai politik 

penjabat negara lainya yang dapat mengakibatkan mempengaruhi dirinya 

sebagai hakim yang merepretansi dari keadilan bukan dari utusan/tugas 

atau mandat dari lembaga manapun. Selain juga di atur dalam konstitusi 

dalam Pasal 24 C Ayat 1,2,4 dan 6 kewenangan MK merupakan 

kewenangan mutlak amanat dari konstitusi oleh karena itu konstitusi 

sifatnya tertinggi yang fundamental karena konstitusi itu sendiri 

merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas pembentukan hukum 

dan peraturan perundang-undangan lainya. 

2. Pelaksanaan Prinsip check and balance diartikan sebagai prinsip yang 

harus ada dalam pemisahan lembaga penyelenggara kekuasaan negara, 

karena lembaga-lembaga kekuasaan negara itu sama-sama sederajat atau 

sejajar. pertama, DPR RI telah melampui dari ketentuan konstitusi yang 

berlaku dalam mengadili tidak berdasarkan pada amanat konstitusi. kedua, 
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lembaga DPR RI dalam urusan kewengan lembaga lain MK sebagai 

lembaga peradilan yang independen. Kehendak DPR RI yang 

memaksakan agar hakim MK Aswanto untuk meloloskan  uji materil 

produk UU dari DPR RI adalah bagian dari tidak menghormati Para hakim 

MK dalam menjalankan tugas dan kewenanganya untuk menguji Undang-

Undang terhadap UUD 1945. Prinsip pelaksanaan kewenangan, 

kedudukan, serta peran dan fungsi MK yang kesemuanya adalah 

berdasarkan representasi dari kepentingan rakyat pada umunya yang di 

jalankan sesui dengan Undang-Undang yang berlaku.  

3. Dari ketiga lembaga negara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Inti dari 

konsep Montesqieu ini adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan 

terbentuknya kekuasaan mutlak yang sewenang-wenang, maka kekuasaan 

perlu dipisahkan. Begitupun pelaksanaan pembagian kekuasaan dalam 

kasus Aswanto terjadi cenderung penyelewengan kekuasaan yang terlalu 

jauh yang mengakibatkan pelanggararan hak-hak individual dan lembaga 

lain yang diberikan oleh konstitusi. Di semua negara 45 negara di dunia 

yang memiliki lembaga peradilan MK dalam pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman semua negara memberikan otoritas kekuasaan yang penuh 

terhadap pelaksaan proses peradilan untuk menjaga/dan atau menjamin 

para hakim di dunia diberikan kedudukan sebagai penentu keadilan agar 

terhindar dari mafia peradilan. 
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B. Saran 

1. Dalam Melaksanakan kewengan kelembagaan baik secara adminitrasi 

maupun dalam melakukan eksekusi/ berupa tindakan pemerintah lebih 

khusunya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia semestinya 

memperhatikan ketentuan yang berlaku apalagi DPR RI adalah 

laboraturium produk Undang-Undang meski tunduk dan taat pada 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sikap arogansi yang mendalilkan 

bahwah DPR RI memiliki kedaulatan tertinggi dari rakyat itu tidak 

dibenarkan karena kedaulatan rakyat tidak bisa di limpahkan kepada 

siapapun hanya saja kedaulatan tersebut di mandatkan dalam waktu yang 

telah di tentukan. Dan mahkmah konstitusi harus objektif melihat 

pelanggaran hakim MK apalagi dewan etik MKMK harus benar-benar 

bijaksana karena ini penghinaan terhadap ruang lingkup peradilan di MK 

bukan malah mendukung kepentingan politik DPR RI dan presiden dalam 

pemberhentian hakim MK Aswanto. 

2. Pelaksanaan prinsip check and balance merupakan pelaksaan yang baik 

sesui dengan tujuanya agar tidak terjadi densetralisasi kekuasaan, akan 

tetapi seharusnya ke 3 lembaga tinggi negara sekiranya sedapat mungkin 

menjalankan sesui dengan konstitusi yang berlaku di masing-masing 

instansinya itu sendiri memiliki kewenagan dan fungsi yang berbeda-beda 

tentu ketika pelaksanaanya sesuai dengan the rule off game yang berlaku 

bisa dipastikan dapat mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik. 
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3. Pelaksanaan pembagian kekuasaan tidak akan efektif bilamana pemerintah 

dalam jalur hirarki dan kordinasi melibatkan diri terlalu jauh akan 

mengakibatkan terjadi intervensi, pelanggran konflik vertikal antar 

kelembagaan  negara dengan demikian  perlu kiranya pemerintah dalam 3 

lembaga tinggi negara legislatif, eksekutif dan yudikatiif di dalamnya 

memilki Undang-Undang yang mengatur mekanisme kewenangan di 

setiap kelembagaan secara spesialisnya untuk  tetap menghormati dan 

menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam konsep negara 

Rechtsstaat” (negara hukum). 
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